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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan uraian yang dianalisis dalam bab sebelumnya, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  
1. Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tol Malang- Pandaan 
dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum  di Kota Malang telah 
dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum seperti yang telah diuraikan diatas meliputi :  
a. Perencanaan  
b. Persiapan  
c. Pengadaan  
d. Pelaksanaan pengadaan tanah  
Tahapan-tahapan diatas sudah dilaksanakan oleh tim pelaksana pengadaan 
tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berarti Panitia 
Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Malang telah mewujudkan perlindungan 
hukum atas kepemilikan hak atas tanah tersebut terutama mengenai status 
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kepemilikan hak atas tanah yang beralih dari hak milik perorangan 
menjadi hak milik negara, akan tetapi dalam penelitian pemilik tanah 
masih mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Surabaya.  
2. Hambatan Yang Timbul dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk 
Pembangunan Tol Malang- Pandaan dalam Mewujudkan Perlindungan 
Hukum adalah : 
a.  Kurangnya ketelitian Tim Penilai dalam menilai dan membuat nilai 
ganti kerugian sehingga harga yang diberikan pada saat musyawarah 
pertama jauh lebih tinggi harganya daripada ketika musyawarah yang 
terakhir.  
b. Tidak dilewatinya prosedur pengajuan keberatan yang dimana apabila 
keputusan Pengadilan Negeri ditolak maka menurut peraturan 
pengajuan keberatan langsung diajukan ke Mahkamah Agung 
Republik Indonesia bukan ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Hal 
tersebut mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pengadaan tanah 
dalam hal pembebasan lahannya.  
B. Saran  
1. Tim Penilai seharusnya dapat lebih hati- hati dan teliti dalam memberikan 
penilaian ganti Kerugian karena Tim Penilai akan dianggap tidak adil 
terhadap kehidupan masyarakat yang terkena dampak dari pelaksanaan 
pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut, karena tanah dan 
bangunan yang dimiliki merupakan sumber mata pencaharian mereka 
  
 
88 
 
sehingga kehidupan ekomi mereka dapat lebih buruk dari sebelum terjadi 
pengadaan . 
2. Perlunya Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah memberikan arahan dan 
informasi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terutama 
dalam pengajuan keberatan oleh pemilik tanah.   
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KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
KESATU
a. bahwa sehubungan dcngan adanya anggota Pelaksana Pcngadaan Tanah
Pembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (Tol) Pandaan-Malang dan Sekretariat di
Kota Malang yang mengalami mutasi tugas, maka dipandang perlu untuk mengubah
dan menyesuaikan susunan keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan
Jalan Tol Bebas Hambatan (Tol) Pandaan-Malang dan Sekretariat di Kota Malang,
sebagaimana disebutkan dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota
Malang tangga124 Pebruari 2016 Nomor 72/KEP-35.73.5/II12016;
b. bahwa yang namanya terca:ntum dalam keputusan ini ditunjuk dan diangkat sebagai
anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (ToI)
Pandaan-Malang dan Sekretariat di Kota Malang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b di atas, periu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Vroum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentangg
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan .Umum
yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5
Tabun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Ta~ah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara AgrariaIKepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala l3adan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
4. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Jawa Timur tanggal 17 Juni 2015 Nomor 156IKep-35.10NIl2015 tentang Penugasan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, Kepaia Kantor Pertanahan
Kabupaten Malang, Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang Sebagai Ketua.
Pelaksana Pengadaan Tanah
MEMUTUSKAN
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
MALANG NOMOR : 72 /KEP-35.73.51IJJ2016 Tgl. 24-02-2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANT<nR PERTANAHAN KOTA
MALANG NOMOR 83/KEP-35.73.5NII/2015 'TENTANG S-qSUNAN
KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN
JALAN TOL BEBAS HAMBATAN (TOL) PANDAAN-MALANG DAN
SEKRETARIAT DI KOTA MALANG
Membentuk Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol
Bebas Hambatan (TOL) Pandaan-Malang dan Sekretariat di Kota Malang sebagai berikut:
la. Pelaksana...
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8. Pelaksana Pengadaan Tanah:
1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang sebagai Ketua;
2. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota. Malang
sebagai WakiI Ketua;
3. Kepala Bidang Pemanfae.tan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang;
4. Camat Kedungkandang sebagai Anggota;
5. Kepala Kelurahan Cemorokandang sebagai Anggota;
6. KepalaKelurahan Madyopuro sebagai Anggota, dan
7.. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kota Malang
sebagaiSekretaris
b. Sekretariat
1. Devi Mariana, SP.
2. Dwi Pujiati
3. Nopi Sllsanti
4. Diah Ayu Kusumaningrum
Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat
Keputusan ini sebagai anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunul Jalan Tol
Bebas Hambatan (TOL) Pandaan-Malang dan Sekretariat di Kota Malang;
Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana diktum KESATU sebagai berikut:
a. Penyiapan pelaksanaan;
b. Inventarisasi dan identiftkasi;
c. Penetapan penilai;
d. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
e. Pemberian ganti kerugian;
f.. Pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus;
g. Penitipan ganti kerugian;
h. Pelepasan objek pengadaan tanah;
i. Pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak. dengan objek pengadaan
tanah;dan
j. Pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif, dan data administrasi pengadaan
tanah
Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaporkan
pelaksanaan pengadaan tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa
Timur;
Biaya pelaksanaan tugas Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2016, dengan ketentuan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, keputusan ini akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di
Pada tanggal
: Malang
: ~~ Agustus 2016
~f·' ';';~'~.'.'"",,~.~~:::::.... _ ... :'-'::",,-:-~•.• -.".
/'" .' "--KEPALA. KANTOR PERTANAHAN
TAMALANG
:: ,'. J
\.
~ - .~
"~"~h'~"" .'_ .LA1;JF HERMAN SUSANTO, sa
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Tembusan disampaikan kepada:
1. Menteri Agraria dan Tata RuangIKepaJa Badan Pertanahan Nasional
di Jakarta;
2. Gubemur Jawa Timur di Surabaya;
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Jawa Timur di Surabaya;
4. Walikota Malang di Malang;
5. Sekretaris Daerah Kota Malang di Malang;
6. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tal Pandaan-Malang
di Malang
  
Lampiran
Nomor
Tanggal
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
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